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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM 

KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA 

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA 

Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional terus berkembang, namun diiringi 

dengan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, tenaga 

kerja perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan 

kesejahteraan guna meningkatkan produktivitas nasional. Pekerjaan asisten rumah 

tangga (PRT), yang sering tidak terlihat oleh masyarakat, kerap dianggap sebagai 

pekerjaan yang terpinggirkan. Akibatnya, perlindungan terhadap mereka sering kali 

diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Argumen ini bukan tanpa dasar, melainkan 

dapat dibuktikan dengan ketiadaan aturan hukum khusus (lex specialis), seperti 

undang-undang yang secara menyeluruh mengatur perlindungan bagi PRT. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan 

hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan (2) 

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum 

bagi pekerja rumah tangga di indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum 

primer dan sekunder yang berhubungan dengan sistem ketenagakerjaan. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan langkah konkret berupa pengesahan 

undang-undang khusus yang mengatur perlindungan PRT sesuai dengan standar 

internasional, seperti Konvensi ILO No. 189, guna menjamin hak-hak dasar 

mereka, memberikan perlindungan yang adil, dan mengintegrasikan PRT ke dalam 

sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia dan kolaborasi antara pemerintah, 

masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan perlindungan hukum bagi 

PRT dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai dengan prinsip keadilan dan 

standar internasional. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada 

pemerintah untuk harus segera mengesahkan undang-undang khusus yang secara 

komprehensif mengatur hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) agar mendapatkan 

pengakuan hukum yang setara dengan pekerja lainnya dan untuk pekerja rumah 

tangga perlu diberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban mereka, termasuk 

informasi mengenai perlindungan hukum yang dapat mereka akses jika menghadapi 

pelanggaran atau ketidakadilan. 

 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, ketenagakerjaan. 
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC WORKERS IN THE EMPLOYMENT 

SYSTEM IN INDONESIA 

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA 

The role of labor in national development continues to grow, but is accompanied by various 

challenges and risks that must be faced. Therefore, labor needs to receive protection, 

maintenance, and welfare improvements in order to increase national productivity. The 

work of domestic assistants (PRT), which is often invisible to the public, is often considered 

marginalized work. As a result, protection for them is often ignored by policy makers. This 

argument is not without basis, but can be proven by the absence of special legal regulations 

(lex specialis), such as laws that comprehensively regulate protection for domestic workers. 

The problems studied in this study are: (1) How is the legal protection of domestic workers 

in the employment system in Indonesia and (2) What efforts can be made to improve legal 

protection for domestic workers in Indonesia? The research method used in this study is a 

qualitative method, which focuses on the analysis of primary and secondary legal materials 

related to the employment system. The results of the study indicate that concrete steps are 

needed in the form of ratification of special laws that regulate the protection of domestic 

workers in accordance with international standards, such as ILO Convention No. 189, in 

order to guarantee their basic rights, provide fair protection, and integrate domestic 

workers into the formal employment system in Indonesia and collaboration between the 

government, society, and civil society organizations, it is hoped that legal protection for 

domestic workers can be significantly improved, in accordance with the principles of 

justice and international standards. Based on this study, it is recommended that the 

government must immediately pass a special law that comprehensively regulates the rights 

of domestic workers (PRT) in order to obtain equal legal recognition with other workers 

and for domestic workers to be provided with education about their rights and obligations, 

including information about legal protection that they can access if they face violations or 

injustice. 

 

Keywords: Legal protection, domestic workers, employment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional terus berkembang, namun 

diiringi dengan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, 

tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan 

kesejahteraan guna meningkatkan produktivitas nasional. Perlindungan terhadap 

pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar mereka serta memastikan adanya 

kesetaraan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi, demi terwujudnya 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap mempertimbangkan kemajuan 

dalam dunia usaha.1 

Pekerjaan asisten rumah tangga (PRT), yang sering tidak terlihat oleh 

masyarakat, kerap dianggap sebagai pekerjaan yang terpinggirkan. Akibatnya, 

perlindungan terhadap mereka sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan. 

Argumen ini bukan tanpa dasar, melainkan dapat dibuktikan dengan ketiadaan 

aturan hukum khusus (lex specialis), seperti undang-undang yang secara 

menyeluruh mengatur perlindungan bagi PRT.2 Bidang hubungan kerja mencakup 

waktu yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia menjalin hubungan kerja dengan 

pengusaha. Hubungan ini diawali dengan adanya perjanjian kerja, yang bisa bersifat 

 
1. M. Bagus Basofi and Irma Fatmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” Professional: Jurnal Komunikasi Dan 

Administrasi Publik 10, no. 1 (2023): 77–86, https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544. 
2. Fajrianto Fajrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam 

Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya Di Indonesia,” Jurnal Al Azhar 

Indonesia Seri Ilmu Sosial 4, no. 3 (2023): 151, https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347. 



2 

 

 
 

sementara atau permanen, yang dikenal sebagai pekerja tetap. Dalam bidang 

kesehatan kerja, selama berlangsungnya hubungan kerja yang bersifat hukum, 

pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan apakah 

lingkungan kerja tersebut dapat menjamin kesehatan pekerja dalam jangka panjang. 

Dalam bidang keamanan kerja, pekerja harus dilindungi secara hukum terkait alat-

alat kerja yang digunakan. Baik dalam jangka pendek maupun panjang, pekerja 

harus dijamin keamanannya. Dalam hal ini, negara mewajibkan pengusaha untuk 

menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi para pekerja.3 

 Konflik atau perselisihan juga terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, masalah-

masalah ketenagakerjaan yang berakhir dengan perselisihan hubungan industrial 

antara pekerja atau buruh dengan pengusaha biasanya diawali oleh pelanggaran 

tetapi dapat juga tidak didahului oleh pelanggaran hukum.4 Setiap pekerja atau 

buruh berhak mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja 

dalam melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan hidup serta peningkatan 

produksi dan produktivitas nasional. Oleh karena itu, kebijakan terkait 

penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di tempatnya 

bekerja.5  

 
3. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Hukum Ketenagakerjaan 

Pasca Reformasi, 2009th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), https://repository.um-

surabaya.ac.id/3118/1/1._buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf. 
4. Helwan Kasra, “Keuantungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar 

Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis,” Doctrinal Fakultas Hukum 

UM Palembang, (2020), 572–84, 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UP3p6PgAAAAJ&cita

tion_for_view=UP3p6PgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C. 
5. Ida Hanifah, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Su, 2020th ed. (Medan: Pustaka 

Prima, 2020), 

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=buku+hukum++ketenagakerjaan&bt

nG=. 
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 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” digabungkan dengan istilah “buruh,” sehingga 

menjadi “pekerja/buruh.” Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut, 

pekerja/buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.6 

 Upah merupakan penghasilan yang diterima pekerja sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau 

bentuk lain sesuai kesepakatan, atau dalam bentuk tunai dengan barang sesuai 

kebutuhan pekerja. Dalam praktiknya, sistem pengupahan di Indonesia umumnya 

didasarkan pada fungsi utama upah, yaitu untuk menjamin kehidupan layak bagi 

pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, serta memberikan 

insentif untuk mendorong peningkatan kinerja produktivitas kerja, perbedaan 

tingkat upah terletak di sektor antar daerah di daerah lainnya.7 

 Perekrutan sering kali menjadi sumber kerentanan bagi pekerja rumah tangga, 

yang umumnya dilakukan melalui dua cara, perantara informal (seperti teman) dan 

perantara orang lain. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perantara dapat 

berbahaya, karena mereka meminta komisi dari PRT. Selain itu, jika pekerja 

 
6. A.M Harahap, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, 2020th Ed. (Bandung: Media Sains 

Indonesia, 2020), 

Https://Scholar.Google.Com/Scholar?Start=10&Q=Buku+Hukum++Ketenagakerjaan&Hl=Id&As

_Sdt=0,5. 
7. Endeh Suhartini, et al., Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebujakan Upah, 2020th ed. 

(Depok: Raja Grafindo persada, 2020), 

https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=buku+hukum++ketenagakerjaan&hl=id&as_sdt=0

,5. 
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mengajukan pertanyaan, perantara dapat mengancam dan menyalahgunakan 

ancamannya, bahkan dalam kasus terburuk, melakukan pelecehan seksual.8 

 Tanpa perjanjian tertulis, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntut 

hak-hak seperti pembayaran gaji, jam kerja yang wajar, serta hak-hak lainnya yang 

seharusnya dimiliki oleh pekerja dalam hubungan kerja formal. Selain itu, 

ketidakteraturan ini juga disoroti dalam konteks internasional, di mana Organisasi 

Perburuhan Internasional (ILO) melalui Domestic Workers Convention, 2011 

(Nomor 189) mendorong negara-negara untuk memberikan perlindungan yang 

lebih baik kepada pekerja domestik, termasuk melalui perjanjian kerja tertulis dan 

hak-hak ketenagakerjaan yang lebih jelas.9  

 Insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sering kali melibatkan 

kekerasan fisik dan ekonomi. Pekerja rumah tangga mengalami beberapa bentuk 

kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan 

ekonomi misalnya karena imbalan yang tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan 

imbalan yang seharusnya diperjanjikan dari awal antara PRT dengan majikan.10 

 Pekerja Rumah Tangga (PRT) umumnya berasal dari kalangan yang memiliki 

keadaan finansial di tingkat menengah hingga bawah.    Aktivitas    PRT    

terbelenggu  kemiskinan  yang  sistematis  serta  minimnya   pengetahuan   

 
8. Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan 

Perlindungan Hukum Di Indonesia,” Media Iuris 4, no. 2 (2021): 173, 

https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492. 
9. International Labour Organization (ILO), "Domestic Workers Convention, 2011 (No. 

189)." [www.ilo.org](https://www.ilo.org) (diakses 23 September 2023). 
10. Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di 

Indonesia,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (2018): 164–74, 

https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594. 
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akademis, Selain itu, PRT rentan mendapat kekerasan, eksploitasi maupun 

pelecehan terlebih mereka tidak diakui sebagai pekerja sebagaimana  jenis  

pekerjaan pada umumnya. Rancangan Undang Undang  Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga  menjadi  hal  penting  untuk  disahkannya Rancangan Undang 

Undang Perlidndungan Pekerja Rumah Tangga akan menjadi harapan besar bagi 

pekerja rumah tangga (PRT) untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi. Rancangan Undang Undang ini muncul dari kekhawatiran PRT terkait 

upah, jam kerja, jaminan sosial, dan kebebasan berkumpul, yang sebenarnya 

merupakan hak-hak dasar setiap pekerja yang seharusnya dijamin dan dilindungi. 

Dengan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, 

diharapkan pola hubungan kerja antara PRT dan majikan dapat berubah. Rancangan 

Undang Undang ini pertama kali diajukan 19 tahun lalu, namun hingga kini masih 

tertahan dalam tahap pembahasan. Pada 16 Juli 2020, Rancangan Undang Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibawa ke sidang paripurna DPR, meskipun 

masih ada penolakan dari beberapa fraksi, meski telah termasuk dalam Program 

Legislasi Nasional utama tahun itu. Rancangan Undang Undang Perlindungan 

Pekerja rumah Tangga sudah menjadi usulan DPR sejak periode 2004-2009, dan 

masuk dalam Program Legislasi Nasional 2004-2009, serta kembali menjadi 

prioritas dalam prolegnas 2010. 

 Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga muncul 

dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya, semua warga negara memiliki hak 

untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan sesuai dengan falsafah bangsa dan 

konstitusi; PRT berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan setara dengan 
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pekerja lainnya, serta sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan dan 

diskriminasi dibutuhkan perlindungan dan jaminan untuk memenuhi hak-hak dasar 

PRT dan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan sifat 

domestik pekerjaan PRT, diperlukan peraturan dalam bentuk undang-undang.11 

 Di Indonesia, pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) 

sering kali dianggap sebagai bentuk bantuan dalam mengurus pekerjaan rumah 

tangga. Secara sosial, PRT cenderung tidak dianggap sebagai pekerja, karena 

masyarakat lebih sering menyebut mereka sebagai “pembantu” daripada sebagai 

pekerja. Hal ini menyebabkan PRT jarang dilihat sebagai profesi atau pekerjaan 

yang produktif secara ekonomi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya 

penjelasan yang jelas dan akurat mengenai definisi PRT dalam kerangka hukum dan 

peraturan di Indonesia. 

 Selain itu, hubungan antara pekerja rumah tangga (PRT) dan pengguna jasa 

PRT cenderung rumit, unik, dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik 

hubungan yang sering kali digambarkan sebagai relasi kekeluargaan. Pengguna jasa 

sering kali melihat peran mereka hanya sebatas memberikan makanan, tempat 

tinggal, dan upah sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan oleh PRT. Akibatnya, 

pekerjaan yang dilakukan oleh PRT sering kali melebihi jam kerja yang wajar, 

 
11. Erwindya Julia Anggraeni, “Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah 

Tangga Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana 3, no. 1 (2024): 1–9, 

https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/44. 
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bahkan tanpa adanya pembatasan waktu kerja yang jelas, meskipun upah yang 

diterima jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal lainnya.12 

 Fenomena pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia telah menjadi salah satu 

isu ketenagakerjaan yang menarik perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Pekerja rumah tangga berperan penting dalam mendukung 

kehidupan domestik masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Namun, 

perlindungan hukum bagi mereka masih belum memadai. Posisi PRT dalam sistem 

ketenagakerjaan berada pada posisi yang lemah, sehingga banyak dari mereka 

menghadapi risiko eksploitasi, pelecehan, serta ketidakadilan dalam hubungan 

kerja.13 

 Sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur 

secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban PRT. Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara eksplisit hak-hak 

PRT, sehingga pekerja di sektor ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan 

hukum yang sama dengan pekerja di sektor formal lainnya. Salah satu dampak dari 

kekosongan hukum ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak dasar PRT seperti 

upah layak, waktu kerja yang manusiawi, dan hak atas jaminan sosial.14 

 
12. Deviana Wahyuningsih and Hartanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah 

Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Oleh Majikan (Studi Putusan Hakim Nomor 

157/Pid.Sus/2016/PN Kds) Deviana,” Jurnal Fakultas Hukum UMS, (2024), 

https://eprints.ums.ac.id/124064/. 
13. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “RUU Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga Masih Dalam Pembahasan,” Kemnaker, 2023, diakses pada 9 Oktober 2024, 

(https://kemnaker.go.id.) 
14. Badan Pusat Statistik, “Statistik Pekerja Rumah Tangga 2023,” BPS, 2023, diakses pada 

9 Oktober 2024, (https://bps.go.id.) 
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 Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kehidupan yang bebas dari 

perlakuan diskriminatif. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan tanggung 

jawab pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan 

penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan. Dalam upaya 

menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha, hukum harus 

menjamin keadilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai manfaat bagi 

pelaku ekonomi dan pengguna produksi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU 

Ketenagakerjaan”), yang mengatur berbagai aspek terkait peraturan bagi pekerja 

dan pelaku usaha.  

 Meskipun Undang Undang Ketenagakerjaan telah disahkan selama 18 tahun 

dan terakhir diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Ciptaker), undang-undang tersebut hanya mengatur dan 

mengakomodasi pekerja formal. Padahal, ada satu sektor pekerjaan yang sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian utama dalam menjamin hak-hak dasar 

masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai amanah 

konstitusi, yakni pekerja rumah tangga (PRT). Hingga saat ini, keberadaan PRT 

belum diakui sebagai tenaga kerja yang setara dengan pekerja lainnya, seperti 

pekerja pabrik atau buruh perusahaan. Bahkan, sebutan “pekerja” pun belum 

sepenuhnya diterima oleh masyarakat.15 

 
15. Siti Hidayawati, Ramlani Lina Sinaulan, and Ismail, “Perlindungan Hukum Pekerja 

Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Legal Protection of Domestic Workers in 

Perspective Constitutional Law),” Prosiding Seminar Nasional Masa Depan Perbukuan Indonesia, 

2023, 89–100, https://e-prosiding.ideaspublishing.co.id/index.php/PIP/article/view/17. 
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 Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai “semua kegiatan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan,” yang mencakup kegiatan sebelum, selama, dan setelah kerja. 

Setiap pekerja yang menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi maupun 

masyarakat secara keseluruhan dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga dikenal 

sebagai Omnibus Law, mengatur Jaminan Tenaga Kerja, Hak-Hak Buruh, dan 

Kewajiban Buruh, dan saat ini berlaku setelah perubahan pada Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, segala hal yang berhubungan dengan 

karyawan sebelum, selama, dan setelah jam kerja secara kolektif disebut sebagai 

“Omnibus Law.” Setiap individu yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang 

dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri dan masyarakat dianggap sebagai bagian dari 

angkatan kerja.16 

 Dengan demikian kurang adanya  perlindungan  bagi  PRT,  oleh karena  itu 

PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.    Kondisi 

ini menjadi alasan yang mendasar perlunya segera terbentuk peraturan perundang-

undangan bagi PRT. Sehingga permasalahan yang muncul dalam  penelitian penulis 

kemukakan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja  rumah 

 
16. Ike Farida et al., “Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan 

Outsourcing" .(Jakarta: Sinar Grafika, 2019). H.. 36. 1 1,” n.d., 1–31. 
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tangga  ditinjau  dari Undang-Undang   Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.17 

 Pentingnya penelitian ini untuk membantu pekerja rumah tangga, dalam 

memahami status hukum dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di 

Indonesia, karena saat ini belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif 

melindungi hak-hak mereka dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. 

 Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih mendalam, sehingga masalah ini dapat dijawab secara jelas dan 

terperinci melalui metode tertentu menuangkan pemikiran yang berbentuk skripsi 

dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA 

DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA” diharapkan 

bahwa penerapan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik akan memberikan 

perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga dan menciptakan hubungan 

kerja yang lebih adil serta harmonis . Skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

kontribusi dalam mendukung perubahan regulasi serta memberikan pemahaman 

lebih dalam terkait perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

 

 
17.  Windi Arista, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Hukum Uniski 11, no. 2 (2022): 

118, https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/396. 
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B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, serta untuk 

memperjelas fokus penelitian, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam 

sistem ketenagakerjaan di Indonesia? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan 

hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia? 

 

C. Ruang Lingkup  

 Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang 

akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian 

ketentuan pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dan sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia Guna diharapkan kedepannya dapat memberikan 

manfaat di dalam perkembangan dunia Ketenagakerjaan khususnya dalam 

perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di 

Indonesia. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem 

ketenagakerjaan di indonesia. 

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum 

bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Teoritis 

1) Pengembangan Pengaturan Literatur tentang Hukum Ketenagakerjaan 

Informal, Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum ketenagakerjaan 

di Indonesia dengan memperdalam kajian terkait pengaturan dan 

perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari sektor 

informal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang posisi hukum pekerja rumah tangga dalam 

ketentuan ketenagakerjaan, yang selama ini sering kali belum diatur secara 

khusus dalam peraturan formal. 

2) Dasar Teoritis bagi Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Inklusif 

untuk upaya meningkatkan perlindungan hukum pekerja rumah tangga di 

indonesia, Penelitian ini juga memberikan landasan teoritis yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang 

lebih inklusif, yang dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara 
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lebih memadai. Dengan menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas untuk 

pekerja sektor informal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi upaya pengembangan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di 

Indonesia. 

b) Manfaat Praktis 

1) Panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang pengaturan 

perlindungan pekerja rumah tangga. Penelitian ini memberikan 

rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk 

merancang regulasi yang lebih spesifik dan efektif dalam melindungi 

pekerja rumah tangga. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam 

pengaturan yang ada, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman praktis 

dalam memperbaiki regulasi dan memastikan hak-hak pekerja rumah 

tangga terlindungi secara optimal. 

2) Sumber informasi bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga tentang 

hak dan kewajiban dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum 

pekerja rumah tangga di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi praktis bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga 

untuk memahami hak serta kewajiban mereka. Dengan adanya 

pengetahuan yang lebih baik tentang aturan dan perlindungan hukum yang 

berlaku, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan kondusif 

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 
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E. Kerangka Konseptual 

Agar dapat memahami dan memperjelas isi, pembahasan, serta makna judul 

ini dalam ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pemahaman terhadap 

istilah-istilah yang harus dijelaskan, di antaranya adalah beberapa kata yang perlu 

diuraikan: 

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia yang  dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau   sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Landasan hukum ini yang digunakan dalam analisis adalah 

perlindungan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja di Indonesia.18 

2. Pekerja Rumah Tangga adalah orang atau pekerja bagian dari pekerjaan sektor 

informal meskipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya di Indonesia. 

Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia.19 

3. Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai sistem dan proses yang mengatur 

hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dalam aspek pekerjaan, 

perlindungan hukum, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Fokus utama 

 
18. Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja,” Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar 1, no. 1 (2020): 59–72, https://journal3.uin-

alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665/2517. 
19.  Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di 

Indonesia,” DIH Jurnal Ilmu Hukum 14 (2018): 53–67, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354.Mulyana. 
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adalah bagaimana ketenagakerjaan dilakukan dan apa kendala yang dihadapi 

oleh pihak pihak terkait, khususnya dalam sistem ketenagakerjaan.20 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan bahwa ada 

banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat 

beberapa kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap berbeda secara 

signifikan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terkait perlindungan hukum 

pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia telah banyak 

dilakukan, terutama dalam rangka memahami hubungan kerja yang informal ini. 

Beberapa studi terdahulu telah memberikan gambaran menyeluruh tentang 

bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan 

beroperasi, serta permasalahan hukum yang muncul dari ketiadaan perjanjian kerja 

tertulis yang jelas. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan: 

1. Penelitian Studi ini dilakukan oleh Rahmawati (Perlindungan Hukum Bagi 

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia) tahun 2020 Penelitian Rahmawati ini 

berfokus pada bagaimana pekerja rumah tangga (PRT) sering kali tidak 

mendapatkan perlindungan yang memadai karena status mereka yang berada 

dalam sektor informal. Dalam kajian ini, Rahmawati menyoroti bahwa 

ketidakadaan undang-undang khusus mengenai PRT di Indonesia membuat 

 
20. Mochamad Januar Rizki, “Urgensi Melihat Hukum Ketenagakerjaan Secara 

Komprehensif Pasca UU Cipta Kerja”, hukum online, 2023, di akses pada 9 oktober 2024, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-melihat-hukum-ketenagakerjaan-secara-

komprehensif-pasca-uu-cipta-kerja-lt6484626e71590/. 
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mereka rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini juga mencatat bahwa 

meskipun sudah ada usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan 

PRT, proses legislasi berjalan lambat dan belum ada realisasi konkret hingga 

saat ini. Kelemahan dalam sistem hukum Indonesia terkait PRT adalah 

minimnya akses PRT terhadap jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja 

yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pekerja. 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Windi Arista “Perlindungan 

Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah 

Pemuda Palembang, kota Palembang tahun 2022 penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normative. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah kepustakaan (library search) fokus penelitian ini membahas tentang, 

Bentuk   perlindungan   hukum terhadap    Pekerja    Rumah    Tangga ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 13   Tahun   2003   yang   merupakan tanggung 

jawab Negara pada saat ini berlaku tidak mengakui dan mengatur  jaminan  

perlindungan dan pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban pekerja    yang    

bekerja    di    sektor domestik/rumah  tangga. 

3. Penelitian dalam bentuk tesis ini ditulis oleh Aris setiani isma “Perlindungan 

Hukum Bagi Pekerja Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Ditinjau dari 

Prinsip Kadilan” Universitas Hassanudin, kota makassar tahun 2021 

penelitian ini menggunakan hukum yuridis normative Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah kepustakaan (library search) fokus penelitian ini 

membahas tentang, menunjukkan bahwa perjanjian kerja melindungi pekerja 
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terhadap keterlambatan pembayaran upah apabila pengenaan denda 

keterlambatan pembayaran upah dimuat dalam perjanjian kerja. 

4. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Devina Gianina Siagian dan 

Anak Agung Gede Duwira Hadi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Rumah tangga di Indonesia” Fakultas hukum, universitas udayana, bali tahun 

2024, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau kepustakaan, 

penelitian ini berfokus membahas  lebih  jelas  lagi  tentang bagaimana 

seharusnya hubungan perjanjian kerja yang terjalin antara pekerja Pekerja 

Rumah tangga (PRT) dan majikan  agar  tercapainya  tujuan  kedua  belah  

pihak. 

Hasil temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan dengan 

penelitian yang ditulis oleh penulis, karena penelitian sebelumnya lebih 

menitikberatkan pada pembahasan mengenai lambatnya proses pengesahan 

Rancangan Undang Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, bentuk 

perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta 

hubungan perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan. Sementara itu, 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan mengkaji pengaturan 

perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan serta langkah-

langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja 

rumah tangga. 
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G. Metode Penelitian 

 Berdasarkan judul dan ruang lingkup penelitian yang telah dijelaskan, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang menganalisis hukum tertulis dengan menggunakan data sekunder. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, 

yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan 

dengan sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini mengeksplorasi norma-norma hukum 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait 

hak serta kewajiban dalam sistem ketenagakerjaan. Tulisan ini juga membahas 

berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum 

normatif dengan penekanan pada kajian undang-undang hukum positif.21 

Dengan memanfaatkan data sekunder, penting untuk mempelajari berbagai 

macam pendekatan penelitian agar peneliti tidak melakukan kesalahan dalam 

penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini melibatkan 

kajian terhadap literatur yang relevan dengan materi metodologi penelitian hukum, 

yang kemudian diinterpretasikan baik secara objektif maupun subjektif.22 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merangkum peraturan perundang-   

undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum primer mencakup 

 
21. Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris 

(Prenada Media, 2018), https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ. 
22. Yira Dianti, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,” 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., (2020): 5–24. 
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.23 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta buku-

buku hukum yang berkaitan dengan sistem ketenagakerjaan, dan hukum 

perdata, khususnya yang mengkaji sistem ketenagakerjaan pekerja rumah 

tangga. Beberapa bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian, Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah bahan pustaka 

atau data sekunder, yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek 

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang dikaji adalah norma-

norma perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di 

Indonesia. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut bahan 

hukum, yang merujuk pada dokumen atau literatur yang digunakan untuk 

menganalisis hukum yang berlaku.24 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri bahan-

bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun 

 
23. Anton Priyo Nugroho, “Metode Pengumpulan Data,” 2022, hal. 169–90. 
24. Priyo Nugroho, hal. 170. 
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literatur yang membahas sistem ketenagakerjaan pekerja rumah tangga dalam 

konteks hukum ketenagakerjaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memahami 

dan menginterpretasikan sistem ketenagakerjaan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan jurnal online. Data 

yang terkumpul kemudian dianalisis untuk pembahasan, serta diambil kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.25 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menginterpretasikan peraturan 

perundang-undangan yang relevan, mengkaji literatur hukum, dan mengevaluasi 

penerapan aturan hukum dalam sistem ketenagakerjaan pekerja rumah tangga. 

Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan untuk mendalami isu-isu 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja informal. Sumber data 

yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, 

buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dan sumber online lainnya juga digunakan 

untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Melalui pendekatan normatif ini, 

diharapkan peneliti dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

isu perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam kerangka hukum 

ketenagakerjaan dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.26 

 
25. Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, Metode Pengolahan Data 

Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti, (2022), https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/Buku 

Metode Pengolahan Data Atlas.pdf. 
26. Sahata Panjaitan, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam 

Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing 
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H. Sistematika Penulisan 

Rencana penyusunan skripsi ini akan disusun dengan keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengen sistematika berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, 

kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Menyajikan tinjauan pustaka yang mengkaji secara umum tentang 

kedudukam pekerja rumah tangga, tentang perlindungan hukum 

pekerja rumah tangga, tentang sistem hukum ketenagakerjaan di 

Indoensia. 

BAB III Pembahasan 

Menyajikan hasil penelitian secara spesifik, paragraf ini membahas 

permasalahan terkait peraturan perlindungan pekerja rumah tangga 

dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, serta upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja 

rumah tangga di Indonesia. 

BAB IV Penutup 
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